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Keterangan Saksi Presiden pada Pengujian
UU Guru dan Dosen

Jakarta, 7 Maret 2023 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil
Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap UUD
1945 pada Selasa (07/03), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi
Presiden. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 111/PUU-XX/2022 ini diajukan
oleh Gunawan A. Tauda, S.H., LL. M. dan Abdul Kadir Bubu, S.H., M.H. Norma yang diujikan
adalah Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005.

Dalam sidang sebelumnya (20/02), Guru Besar Institut Teknologi Bandung Djoko Santoso selaku
Ahli yang dihadirkan Presiden/Pemerintah menjelaskan Tugas belajar tidak menjadi bagian dari
pelaksanaan keprofesionalan dari dosen. Sehingga wajar jika tunjangan hanya diberikan bagi
dosen yang melaksanakan kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi.

Membandingkan dengan negara lain, Djoko menyebutkan bahwa pada negara yang telah mapan,
syarat menjadi dosen seperti di Amerika, Inggris, Australia harus memiliki gelar doktor. Sementara
di Indonesia, dosen dapat berkarier sejak S-2 dan dikenalkannya istilah tugas belajar. Atas
konsekuensi dari hal ini, seorang dosen berstatus tugas belajar tidak diberikan tunjangan karena
dia tidak melaksanakan tugasnya sebagai dosen.

Dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan pemaknaan pasal a quo diwujudkan dengan
penghentian sementara pembayaran tunjangan profesi dosen terhitung sejak 2009 hingga 2022.
Akibatnya, para Pemohon kehilangan hak keuangannya (Sri/MHM)
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